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MOTTO 

Tanpa melakukan kesalahan di masa lalu, kamu ga akan sekuat, setangguh, dan 

sebijak saat ini. 

Cintailah dirimu sendiri , karena dia lahir dari setiap usaha, doa, tangis, dan 

harapmu di masa lalu 
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ini dengan baik Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi 
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selain Allah SWT.  
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arahan, masukan dan motivasi kepada penulis selama penyusunan 
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sekaligus dosen favorit saya paling sabar selama ini membimbing serta 

memberi arahan, masukan dan motivasi kepada penulis selama 

penyusunan HKI. 
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diberikan baik secara moril maupun materil yang menjadikan 

penyemangat bagi penulis dalam menempuh proses perkuliahan. 
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8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang 

telah berkontribusi melalui dukungan, pemikiran, motivasi, serta doa 

dalam proses penyusunan HKI ini. 

Dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan 
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ini. Penulis menyadari bahwasannya HKI ini masih jauh dari kata 

sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis 

harapkan untuk perbaikan HKI ini. Semoga penulisan HKI ini dapat 

memberikan manfaat baik bagi masyarakat, akademisi, pemerintah 

maupun praktisi hukum. 
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ABSTRAK 

Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan permasalahan 

serius dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tingkat hunian mencapai 

214% dari kapasitas ideal per Desember 2024 (287.680 orang dari kapasitas 

seharusnya 134.303 orang). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, 

melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menawarkan sejumlah alternatif 

pidana sebagai solusi, antara lain pidana pengawasan, pidana denda dengan sistem 

dayfine, pidana kerja sosial,serta mekanisme diversi dan restorative justice..Kajian 

ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan ketentuan KUHP tersebut 

dalam mengurangi overcrowding di Lapas. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa 

ada beberapa penyebab yang mengakibatkan overcrowding. Penyebab 

overcrowding diantaranya adalah kriminalisasi berlebih pada pidana ringan, 

proses peradilan yang tergolong lambat, dan tingginya residivisme. Penyebab lain 

yang menyebabkan overcrowding ini adalah minimnya sumber daya manusia dan 

infrastruktur Lapas, paradigma hukum yang selalu mengarah pada penjara, serta 

lemahnya koordinasi antar instansi. Efektivitas KUHP dalam mengatasi 

overcrowding bergantung pada sinergi antara regulasi, kelembagaan,,sumber daya 

manusia, dan partisipasi masyarakat,,disertai koordinasi terpadu antara kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan pemerintah daerah. 

 

Kata kunci: Lapas, Penjara, Tindak pidana, Pengadilan, Hukum pidana 
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